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ABSTRAK 
Addinul Haq Yaqub (B12113365), dengan judul “Analisis Normatif 
Terhadap Kedudukan Keputusan Yang Dimohonkan Kepada Pejabat 
TUN (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Dengan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)”. Di bawah bimbingan 
Aminuddin Ilmar selaku Pembimbing I dan Zulkifli Aspan selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, untuk 
mengetahui bagaimana paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai keputusan yang 
dimohonkan kepada Pejabat TUN. Kedua, untuk mengetahui implikasi 
hukum  terhadap perbedaan kedudukan keputusan yang dimohonkan 
kepada Pejabat TUN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi 
lokasi penelitiannya diantaranya Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Jenis sumber 
data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan data yang 
diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berasal dari perundang-
undangan, literatur, laporan-laporan, buku dan tulisan ilmiah yang terkait 
dengan pembahasan penulis.  
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil 
penelitian sebagai berikut, (1) bahwa berkaitan dengan paradigma atas 
Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, seharusnya dikaitkan 
dengan jenis keputusannya. Jika keputusannya bersifat konstitutif, maka 
keputusan tersebut harus didudukkan pada Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga fiksi hukum 
negatif berlaku terhadapnya. Sedangkan jika keputusannya bersifat 
deklaratif, maka keputusan tersebut harus didudukkan pada Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 
sehingga fiksi hukum positif berlaku terhadapnya. (2) Implikasi hukum 
terhadap perbedaan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat TUN 
memungkinkan timbulnya kebingungan ketika diterapkan dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan juga proses di pengadilan. Namun 
implikasi hukum tersebut dapat terselesaikan jika dilakukan pemisahan 
sesuai dengan jenis keputusannya, pemisahan tersebut merupakan 
langkah yang paling solutif dan paling sedikit menimbulkan kerugian. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah sebuah negara merdeka yang tentu memiliki arah 
dan  tujuan dari pendirian sebuah negara, yang oleh para Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menuangkannya dalam pembukaan 
(preambule)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
alinea ke-4 yang menuturkan bahwa: 
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara 
indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh 
tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi 
dan keadilan sosial ......” .  
Frasa tersebut adalah wujud dari keinginan untuk membentuk suatu 
negara kesejahteraan (welfare state),1 yang pada hakikatnya adalah 
bagaimana negara bisa menjamin hak-hak dari masyarakatnya sehingga 
tidak terjadi ketimpangan di dalam pergaulan sosial. 
Konsep Negara Hukum telah melalui suatu proses dinamika dari 
sebuah Negara Hukum Klasik (Nachtwachterstaat/Negara Penjaga Malam), 
Negara Hukum Formal (Rechtsstaat), hingga di era modern ini menuju pada 
                                                             
1 Nuryanto A. Daim, Hukum Administrasi; Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh 
Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-1, Surabaya : Laksbang 
Justitia, 2014, hlm. 1. 
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Negara Hukum Materiil (Rechtwelvaarstaat). Teori Negara Hukum Materiil, 
atau biasa disebut Negara Hukum Kesejahteraan itu sendiri telah menjadi 
landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam 
menjalankan kegiatan usaha pemerintahan pada negara-negara hukum 
modern.2 
Pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan tentu 
harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, hal ini tentunya didasarkan pada salah satu ciri-ciri negara hukum 
menurut Julius Stahl yaitu ‘wetmatig van bestuur (penyelenggaraan 
pemerintahan yang berdasarkan undang-undang)’3 dan ketika pelaksanaan 
fungsi tersebut ingin menyentuh secara langsung warga negaranya maka 
salah satu mekanisme yang bisa dipergunakan oleh  negara dalam hal ini 
dipersonifikasikan kepada pejabat pemerintahan adalah melalui penerbitan 
Keputusan. Mengenai keputusan, Ada banyak definisi tentang keputusan 
yang dibuat oleh para ahli, namun untuk mempersempit definisi Keputusan, 
maka dipergunakan definisi keputusan menurut pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (yang 
selanjutnya disebut UU PTUN) yaitu keputusan adalah  suatu penetapan 
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang 
                                                             
2 Ibid., hlm. 2. 
3 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cetakan ke-8, Jakarta : PT 
RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 7. 
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berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan 
final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata. Rumusan pasal 1 angka 3 mengandung unsur-unsur utama sebagai 
berikut : 
- Penetapan tertulis; 
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara; 
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
- Bersifat konkret, individual, dan final; 
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum 
perdata.  
Rumusan pasal 1 angka 3 selanjutnya dikaitkan perkecualian yang 
tersebut dalam pasal 3. Dalam hal tidak adanya suatu penetapan tertulis 
(unsur pertama) hendaknya ditelaah apakah kemungkinan terpenuhinya 
ketentuan pasal 3 yang berbunyi : 
(1) Apabila badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal 
tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara 
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(2) Jika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 
keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud 
telah lewat, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut 
dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud 
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya 
permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan telah dianggap mengeluarkan keputusan penolakan. 
Jadi Menurut pasal 3 UU PTUN ketika Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara berdiam diri sesudah waktu untuk mengeluarkan keputusan telah 
lewat, maka permohonan keputusan itu dianggap telah ditolak. Dalam hal 
demikian penolakan fiktif tersebut sudah menimbulkan akibat hukum, jadi 
sudah final. Akan tetapi, hal tersebut akan mengalami sebuah ketimpangan 
ketika kita merujuk pada keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
(yang selanjutnya disebut UU AP) yang dalam pasal 53 ayat (3) dinyatakan 
bahwa “apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan 
keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap 
dikabulkan secara hukum.” Hal inilah yang mewujudkan ketidakpastian 
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hukum terhadap kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat 
Tata Usaha Negara.  
   Indonesia sebagai negara hukum, dimana hal itu merupakan 
ketentuan yang sudah tertuang pada  pasal 1 ayat ( 3) Undang-Undang 
Dasar Negara RI Tahun 1945. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah 
kepastian hukum (rechtszekerheid). Ketika dilihat makna Asas Kepastian 
hukum menurut Yance Arizona adalah bahwa kepastian hukum itu harus kita 
tafsir secara normatif, yang berarti bahwa kepastian hukum harus dibangun 
oleh unsur-unsur,yaitu: 
- Logis, yang berarti bahwa ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan 
dengan ketentuan yang lebih tinggi.  
- Jelas, yang berarti bahwa tidak ada keragu-raguan didalam ketentuan 
tersebut.4 
Kalau prinsip negara hukum yaitu kepastian hukum tersebut diatas kita 
kaitkan dengan kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat 
Tata Usaha Negara menurut UU AP dan UU PTUN, maka ditemukan sebuah  
keragu-raguan, yakni adanya overlapping  norma terhadapnya. Dalam pasal 
53 ayat (3) UU AP dinyatakan bahwa “apabila dalam batas waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), badan dan/atau pejabat pemerintahan 
                                                             
4 Lihat di <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> di akses pada 
tanggal 22 september 2016, pukul 16.56 WITA. 
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tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka 
permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”. Jadi, menurut UU 
AP ini bahwa Tindakan diamnya pemerintah ketika dimohonkan suatu 
keputusan itu berarti pejabat pemerintahan  telah dianggap “mengabulkan” 
keputusan yang dimohonkan tersebut, sementara menurut UU PTUN pada 
pasal 3 ayat (2) bahwa “jika suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara 
tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, sedangkan jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut 
dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”  Jadi 
menurut Undang-Undang PTUN ini tindakan diamnya Pejabat Tata Usaha 
Negara ketika dimohonkan suatu keputusan itu dianggap bahwa Pejabat Tata 
Usaha Negara tersebut telah “menolak” permohonan keputusan tersebut. 
Kalau dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum menurut Yance 
Arizona ini berarti tidak terdapat kepastian hukum dari kedua peraturan 
perundang-undangan ini dalam hal tindakan pemerintah terhadap keputusan 
yang dimohonkan  padanya. Hal ini dikarenakan telah menimbulkan keragu-
raguan (tidak jelas) disebabkan oleh sama-sama berlakunya 2 (dua) undang-
undang ini, yakni norma dari kedua undang-undang tersebut saling 
overlapping dan keduanya masih sama-sama berlaku. Sehingga  tidak ada 
kepastian, tindakan hukum mana yang sebenarnya/seharusnya berlaku. 
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Bahkan kekhawatiran terbesar penulis adalah jangan sampai Pejabat Tata 
Usaha Negara menjadikan salah satu Undang-Undang tersebut sebagai 
dalihnya yang bergantung pada kepentingan politis yang menguntungkan 
kelompok oligark-nya semata. Permasalahan lain yang menjadi kekhawatiran 
dari penulis akibat dari berlakunya 2 (dua) undang-undang ini adalah ketika 
akan diterapkan dalam proses peradilan, hakim akan kebingungan 
menggunakan dasar hukum mana yang akan mereka gunakan sebagai batu 
uji mereka dalam memutus suatu gugatan terkait dengan tindakan Pejabat 
Tata Usaha Negara dalam mengabulkan ataupun menolak suatu 
permohonan keputusan. Dari ilustrasi tersebut diatas, maka penulis membuat 
sebuah hipotesa bahwa kedua  undang-undang tersebut yang saling overlap 
telah memproyeksikan sebuah adagium yang berbunyi “ubi ius incertum ibi 
ius nullum” (dimana hukum  tidak  pasti, maka disitu tidak ada hukum). 
Akankah kita menginginkan ketiadaan  hukum, karena ketidakjelasan norma 
yang berlaku di Negara Hukum Indonesia ini ? 
Perlu juga untuk diperhatikan bahwa kehadiran Peradilan Tata Usaha 
Negara melalui UU PTUN tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga 
melindungi hak masyarakat. Untuk itu disamping melindungi hak-hak individu, 
sebagian besar isi UU PTUN melindungi hak-hak masyarakat. Pasal-Pasal 
yang langsung menyangkut perlindungan hak-hak masyarakat adalah : 
Pasal 49 :  
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Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutuskan, dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan 
yang disengketakan ini dikeluarkan : 
a. Dalam waktu perang. Keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau 
keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 
b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 55 ; 
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari 
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan 
atau pejabat tata usaha negara. 
 
Pasal 67 ayat (1) : 
Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan 
badan atau pejabat tata usaha negara serta tindakan badan atau pejabat 
tata usaha negara yang digugat.5 
 
Namun, karena adanya overlapping norma antara pasal 3 ayat (2) UU 
PTUN dengan pasal 53 ayat (3) UU AP, justru tidak memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat ataupun hak-hak individu warga 
negara melainkan memberikan ruang bagi Pejabat Tata Usaha Negara untuk 
mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sesuai dengan 
kepentingan politis kelompok oligarki pejabat pemerintahan untuk kemudian 
berdalih menggunakan salah satu dari undang-undang di atas. 
                                                             
5 Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan ke-9, 
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 314. 
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Berdasarkan uraian dan ilustrasi di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan ketentuan antara UU PTUN dan 
UU AP dalam hal kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat 
TUN, yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ANALISIS 
NORMATIF TERHADAP KEDUDUKAN KEPUTUSAN YANG DIMOHONKAN 
KEPADA PEJABAT TUN (STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 
5 TAHUN 1986 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai keputusan yang 
dimohonkan kepada Pejabat TUN ? 
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap perbedaan kedudukan 
keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014 ? 
C. Tujuan Penelitian 
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1. Untuk mengetahui paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 
dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai keputusan 
yang dimohonkan kepada Pejabat TUN. 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum  terhadap perbedaan kedudukan 
keputusan yang dimohonkan kepada Pejabat TUN berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan memperdalam 
ilmu hukum administrasi dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan-
permasalahan hukum di indonesia terkait dengan bagaimana pemerintah 
berhubungan dengan warga negaranya dalam proses pelaksanaan fungsi 
pemerintahan terutama mengenai permasalahan kedudukan keputusan yang 
dimohonkan kepada Pejabat TUN. 
2. Secara Praktis 
Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan 
masukan bagi para pihak yang berkepentingan ataupun pejabat pembuat dan 
penentu kebijakan dalam lingkup lembaga negara yang tentunya mempunyai 
kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-
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undangan, agar memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan 
hukum bagi masyarakat bukan malah mengeluarkan produk hukum yang 
justru memberikan perlindungan kepada penguasa terutama ketentuan yang 
terkait dengan pelaksanaan fungsi pemerintah yang salah satunya dalam hal 
mengeluarkan keputusan yang sifatnya beschikking. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Negara Hukum 
Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan 
penguasa/pemerintah mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada 
legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum 
tidak tertulis. 
Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan 
perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut Philipus M Hadjon 
bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan 
dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara 
hukum.6 Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia 
mendapat tempat yang utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada 
negara hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak 
asasi manusia. 
Dalam perkembangannya konsepsi negara hukum tersebut kemudian 
mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat diantaranya : 
a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat; 
                                                             
6 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT Bina 
Ilmu, 1987, hlm. 71. 
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b. Bahwa pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus 
berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; 
c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 
d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; 
e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke 
controle) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga tersebut benar-
benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif; 
f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau 
warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan 
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah; 
g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang 
merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga 
negara.7 
Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang 
dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada dasarnya 
sistem hukum di dunia ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu 
sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglo saxon,8 sehingga kedua 
                                                             
7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2014, hlm. 5. 
8 Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992, 
hlm. 5. 
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sistem ini seolah-olah membedah dunia kita ini menjadi dua kubu.9 
Sedangkan tulisan-tulisan yang muncul kemudian mengatakan selain kedua 
sistem tersebut terdapat juga sistem hukum lain seperti sistem hukum 
islam,sistem hukum sosialis, dan lain-lain.10 
Philipus M. Hadjon hanya mengemukakan tiga macam konsep negara 
hukum, yaitu : 
1. Rechtsstaat : 
Negara hukum rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem 
hukum kontinental romawi-jerman yang disebut civil law system. Salah satu 
ciri utama dari sistem hukum ini adalah melakukan pembagian dasar ke 
dalam hukum privat dan hukum publik. 
Dua orang sarjana barat yang berjasa dalam pemikiran negara hukum, 
yaitu Immanuel Kant dan Julius Stahl telah mengemukakan buah pikiran 
mereka. Kant memahami negara hukum sebagai Nachtwachterstaat (negara 
penjaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan 
masyarakat. Sedangkan menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang 
disebutnya dengan istilah rechtsstaat ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu : 
a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 
                                                             
9 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2012, hlm. 307. 
10 Bagir Manan, Loc.Cit. 
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b. Adanya pembagian kekuasaan; 
c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang; 
d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani 
kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah 
(onrechtmatige overheidsdaad). 
Karena konsep rechtstaat di eropa kontinental sejak semula 
didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu 
sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep eropa 
kontinental. Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis, yaitu 
peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. 
Karena itu, negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental selalu 
berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis. 
Pemikiran kodifikasi ini dipengaruhi konsepsi negara hukum pada abad ke-18 
dan 19, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tindakan sewenang-
wenang dan demi kepastian hukum, maka kaidah-kaidah hukum harus 
tertulis dalam bentuk undang-undang.11 
Dengan demikian, dalam negara hukum rechtsstaat muncul peranan 
yang sangat besar dari hukum yang di buat oleh manusia yang melahirkan 
setumpuk peraturan perundang-undangan yang disebut hukum tertulis, 
                                                             
11Ibid., hlm. 6. 
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sehingga konsekuensinya peranan para juri adalah menemukan dan 
merumuskan kaidah melalui penafsiran terhadap karya legislatif. 
2. Rule of law : 
Konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh albert V. Dicey 
dengan sebutan rule of law berkembang di negara-negara Anglo-Saxon. 
Konsep ini menekankan pada tiga tolak ukur atau unsur utama, yaitu : 
a. Supremacy of law, hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi, 
baik penguasan maupun rakyat harus tunduk pada hukum; 
b. Equality before the law, semua warga negara memiliki kedudukan 
yang sama di mata hukum; 
c. The constitution based on individual rights, yaitu adanya jaminan 
hak-hak asasi manusia didalam konstitusi. 
Sistem Anglo-Saxon tidak menjadikan peraturan perundang-undangan 
sebagai sendi utama sistemnya, sendi utamanya adalah yurisprudensi. 
Sistem hukum ini berkembang dari kasus-kasus konkret dan dari kasus 
konkret tersebut lahirlah berbagai kaidah dan asas hukum (case law system). 
3. Konsep Negara Hukum Pancasila : 
Negara hukum indonesia memiliki ciri-ciri khas indonesia. karena 
pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka 
 17 
 
negara hukum indonesia dapat pula dinamakan negara hukum pancasila. 
Salah satu ciri pokoknya adalah jaminan terhadap freedom of religion. Tetapi, 
kebebasan beragama dalam konotasi positif, artinya tiada tempat bagi 
ateisme atau propaganda anti agama.12 Hal ini sangat berbeda dengan 
konsep freedom of religion yang dipahami oleh amerika serikat baik dalam 
arti positif maupun negatif, sebagaimana dirumuskan oleh Sir Alfred Denning 
sebagaimana dikutip oleh M. Tahir Azhary sebagai berikut: 
“freedom of religion means that we are free to worship or not to 
worship to affirm the existence of god or to deny it, to believe in 
christian religion or any other religion in none, as we choose.13   
Negara hukum pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan 
kerukunan, dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat 
banyak lebih di utamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap di 
hargai. 
Meskipun mengakui bahwa dalam UUD 1945 tidak ditemukan suatu 
rumusan yang menyebutkan atau merumuskan negara hukum, namun 
Philipus M. Hadjon juga menggunakan istilah negara hukum pancasila. 
Selanjutnya Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa negara hukum 
pancasila tidak dapat dengan begitu saja dipersamakan dengan rechtsstaat 
maupun rule of law dengan alasan sebagai berikut : 
                                                             
12 Zairin Harahap, Op.Cit, hlm. 12. 
13 Ibid. 
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1. Baik konsep rechtsstaat maupun rule of law  dari latar belakang 
sejarahnya lahir dari suatu usaha menentang kesewenang-wenangan 
penguasa, sedangkan Negara Republik Indonesia sejak perencanaan 
berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau 
absolutisme; 
2. Baik konsep rechtsstaat maupun rule of law menempatkan pengakuan 
dan perlindungan hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan 
Negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah 
keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas 
kerukunan; 
3. Untuk melindungi hak asasi manusia rechtsstaat mengedepankan 
prinsip wetmatigheid dan rule of law mengedepankan prinsip equality 
before the law, sedangkan Negara Republik Indonesia 
mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah 
dan rakyat.14 
Meskipun indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu 
kelompok negara hukum di atas, namun akibat penjajahan belanda yang 
menganut sistem hukum kontinental, maka pembentukan negara hukum dan 
sistem hukum di indonesia banyak terpengaruh oleh sistem hukum 
kontinental (rechtsstaat). Bahkan dalam setiap GBHN selalu disebutkan 
                                                             
14 Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 83. 
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bahwa pembangunan hukum nasional dilakukan dengan kodifikasi dan 
unifikasi hukum. Dalam rangka kodifikasi dan unifikasi hukum perlu diikuti 
dengan langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan 
nasional yang dijadikan prioritas, sedangkan terhadap putusan pengadilan 
(yurisprudensi) hanya dilakukan penyusunan (inventarisasi) sebagai sumber 
pembentukan hukum melalui peradilan. Kodifikasi,unifikasi dan inventarisasi 
putusan pengadilan merupakan tradisi rechtsstaat. 
1. Prinsip Negara Hukum 
a. Asas Legalitas  
Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus 
ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan 
umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap 
warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, 
dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh 
organ pemerintahan harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis 
(undang-undang formal);  
b. Perlindungan Hak-hak Asasi;  
c. Pemerintah terikat pada hukum;  
d. Monopoli paksaaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. 
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Hukum harus dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah 
harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis 
penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar 
hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara 
prinsip merupakan tugas pemerintah;  
e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka.  
Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum 
hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena itu, dalam setiap 
negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang berbeda.15 
Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam Rule of Law, yang 
berasal dari Dicey, mengemukakan adanya tiga elemen prinsip Negara 
hukum, yaitu:  
a. Absolute supremacy of law, sebagai lawan dari pengaruh 
kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan penguasa 
yang sewenang-wenang, prerogatif atau pun diskresi yang luas 
oleh pemerintah;  
b. Equality before the law, yaitu kesamaan bagi semua orang (kelas) 
dihadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah atau pengadilan; 
dan  
                                                             
15 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 9. 
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c. Due process of law, yaitu segala tindakan Negara harus berdasar 
atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang tidak memiliki 
dasar hukumnya. 
Konsistensi penerapan prinsip Negara hukum dalam suatu Negara 
melahirkan teori legalitas yang dipegang teguh semua Negara hukum 
modern. Teori tersebut mensyaratkan dalam segala tindakan dan kebijakan 
Negara harus menghormati prinsip-prinsip hukum dan undang-undang yang 
berlaku. Konsep Demokrasi dan Negara Hukum, saat ini telah bekembang 
saling berkonvergensi. Keduanya memunculkan konsep Negara hukum yang 
demokratis dan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum, atau secara 
sederhana disebut sebagai Negara demokrasi konstitusional.16 
2. Tujuan Hukum 
Berbagai pakar di bidang hukum maupun di bidang ilmu sosial lainnya 
telah mengemukakan pandangannya masing-masing tentang tujuan hukum, 
sesuai dengan titik tolak serta sudut pandang masing-masing. 
Ahmad ali sendiri mengemukakan bahwa persoalan tujuan hukum 
dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu : 
                                                             
16 Jenedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional, Jakarta: Konpress, 2012, hlm. 11. 
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1. Dari sudut pandang ilmu hukum positif - normatif, atau – yuridis 
dogmatik, dimana tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian 
hukumnya; 
2. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum 
dititikberatkan pada segi keadilan; 
3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum 
dititikberatkan pada segi kemanfaatannya.17 
Dari keseluruhan pendapat tentang apa yang merupakan tujuan 
hukum, Ahmad ali mengklasifikasikannya ke dalam dua kelompok teori, yaitu 
: 
1. Ajaran Konvensional : 
a. Ajaran Etis : bahwa pada asasnya, tujuan hukum adalah semata-
mata untuk mencapai keadilan; 
b. Ajaran Utilistis : bahwa pada asasnya, tujuan hukum adalah 
semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan 
masyarakat; 
c. Ajaran Normatif-Dogmatik : bahwa pada asasnya, tujuan hukum 
adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.18 
                                                             
17 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Cetakan ke-3, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 59. 
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2. Ajaran Modern : 
a. Ajaran Prioritas Baku :  
Gustav Radbruch, seorang filsuf jerman mengajarkan konsep tiga ide 
unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikkan sebagai tiga 
tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.19 
Radbruch mengajarkan bahwa jika ketiga tujuan hukum tersebut 
terjadi ketegangan atau benturan, maka harus digunakan asas prioritas, 
dimana prioritasnya ialah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir 
barulah kepastian hukum. Jadi, asas prioritas yang ditawarkan oleh Radbruch 
merupakan asas prioritas baku.20 
b. Ajaran Prioritas Yang Kasuistis : 
Pada mulanya, ajaran prioritas baku dari Gustav Radbruch dirasakan 
lebih maju dibandingkan dengan ajaran etis, utilistis, dan normatif-dogmatik. 
Namun, karena semakin kompleksnya kehidupan manusia di era modern, 
pilihan prioritas yang dibakukan kadang-kadang justru bertentangan dengan 
kebutuhan hukum dalam kasus-kasus tertentu. Sebab, terkadang 
kemanfaatan atau kepastian hukum lebih diprioritaskan ketimbang keadilan 
                                                                                                                                                                             
18 Ibid., hlm. 60 
19 Ibid., hlm. 67. 
20 Ibid., hlm. 68. 
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ataupun sebaliknya.21 Menurut Ahmad ali asas prioritas akan lebih realistis 
jika tidak dibakukan secara urutan sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Radbruch, melainkan dengan asas prioritas kasuistis. 
B. Tindakan Pemerintahan 
1. Pengertian Tindakan Pemerintahan 
Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, 
sebagai drager van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana 
subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata 
(feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (rechtshandelingen). Tindakan 
nyata (feitelijkhandelingen) adalah tindakan-tindakan yang tidak ada 
relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-
akibat hukum,22 sedangkan tindakan hukum menurut R.J.H.M. Huisman, 
tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat 
hukum tertentu, atau “Een rechtshandelingen is gericht op het scheppen van 
rechten of plichten” ( Tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan 
untuk menciptakan hak dan kewajiban).23 Istilah tindakan hukum ini semula 
berasal dari ajaran hukum perdata (het woord rechtshandeling is ontleend 
                                                             
21 Ibid. 
22 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 109. 
23 Ibid., hlm. 110. 
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aan de dogmatiek van het burgerlijk recht),24 yang kemudian digunakan 
dalam Hukum Administrasi Negara, sehingga dikenal istilah tindakan hukum 
administrasi (administratieve rechtshandeling). Walaupun diambil dari konsep 
hukum perdata namun terdapat perbedaan dalam konsep hukum 
administrasi. Dalam konsep hukum perdata tindakan atau perbuatan hukum 
memerlukan persetujuan para pihak atau persesuaian kehendak 
(wilsovereenstemming), sedangkan dalam konsep hukum administrasi 
tindakan atau perbuatan pemerintahan itu tidak memerlukan persetujuan atau 
kehendak warga masyarakat oleh karena bersifat sepihak dan mengikat.25 
Menurut H.J. Romeijn, “Eem administratieve rechtshandeling is dan 
een wilsverklaring in een bijzonder geval uitgaande van een adminsitratief 
orgaan, gericht op het in het leven roepen van een rechtsgevolg op het 
gebeid van administratief recht” (tindakan hukum administrasi adalah suatu 
pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan 
khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum 
Administrasi Negara).26 Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah 
akibat-akibat yang memilki relevansi dengan hukum, seperti “het scheppen 
van een nieuwe, het wijzigen of het opheffen van een bestaande 
rechtsverhouding” (penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau 
                                                             
24 Ibid. 
25 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Cetakan ke-1, Makassar: Identitas, 2013,  
hlm. 146. 
26 Ridwan HR, Loc.Cit. 
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pengakhiran hubungan hukum yang ada).27 Dengan kata lain, akibat-akibat 
hukum yang dapat timbul adalah sebagai berikut : 
a. indien er een verandering optreedt in de bestaande rechten, 
verplichtingen of bevoegdheid van sommigen (jika menimbulkan 
beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada); 
b. wanner er verandering optreedt in juridische status van een person of 
(van) object (bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum 
bagi seseorang atau objek yang ada); 
c. wanner het bestaan van zekere rechten, verplichtingen, 
bevoegdheden of status binded wordt vastgesteld (bilamana terdapat 
hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang 
ditetapkan).28 
Kalau melihat pendapat W.F. Prins terkait tindakan pemerintahan, 
menurutnya kalau badan pemerintah membuat hubungan dengan seorang 
warga negara dan di dalam membuat hubungan tersebut kedua belah pihak 
berkedudukan sama tinggi, badan pemerintah tidak bertindak berdasarkan 
wewenang yang luar biasa. Tindakan hukumnya pun harus dipertimbangkan 
menurut peraturan hukum perdata. Lain lagi halnya, kalau karena tindakan 
kalau tindakan hukum pemerintah menurut hukum publik, bagi pihak lain 
                                                             
27 Ibid. 
28 Ibid., hlm. 111. 
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dapat timbul juga hak yang jelas termasuk dalam hukum perdata. Misalnya, 
di dalam pencabutan hak milik atas benda tak bergerak yang dilakukan bagi 
kepentingan umum dengan member ganti rugi.29 
2. Unsur-unsur Tindakan Hukum Pemerintahan 
Muchsan menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan 
sebagai berikut : 
a. Tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan oleh organ atau 
badan pemerintahan (aparat pemerintahan) dalam kedudukannya 
sebagai penguasa (overheid) maupun sebagai alat perlengkapan 
pemrintahan (bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung 
jawab sendiri; 
b. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilaksanakan dalam 
rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 
c. Tindakan atau perbuatan hukum tersebut dimaksudkan sebagai 
sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum 
administrasi; 
d. Tindakan atau perbuatan hukum yang bersangkutan dilakukan 
dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.30 
                                                             
29 W.F. Prins & R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Cetakan 
ke-5, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 55. 
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Dari beberapa unsur seperti yang dikemukakan oleh Muchsan, yang 
pada intinya berkenaan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik 
oleh organ/badan atau aparat pemerintahan dalam rangka menjalankan 
fungsi dan tugas pemerintahan serta pemeliharaan kepentingan negara dan 
rakyat.  Selain itu, dimaksudkan pula sebagai sarana untuk menimbulkan 
akibat hukum di bidang hukum administrasi.31 Akibat hukum yang dimaksud 
dapat berupa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada, 
ataupun menyangkut perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau 
objek yang ada dan yang akan ditetapkan.  
Unsur yang dikemukakan oleh Muchsan di atas ini perlu di tambah, 
terutama dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan asas 
legalitas atau wetmatigheid van bestuur, yaitu perbuatan hukum administrasi 
harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.32 
Tanpa dasar peraturan perundang-undangan, tindakan hukum pemerintah 
akan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan 
(onbevoegd).33 
3. Macam-macam Tindakan Hukum Pemerintahan 
                                                                                                                                                                             
30 Aminuddin Ilmar, Op.Cit.,  hlm. 151. 
31 Ibid., hlm. 152. 
32 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 113. 
33 Ibid. 
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Telah jelas bahwa pemerintah atau administrasi negara adalah subjek 
hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan 
hukum. Karena mewakili dua institusi maka dikenal dua macam tindakan 
hukum, yaitu tindakan-tindakan hukum publik (publiekrechtshandelingen) dan 
tindakan hukum privat (privaatrechtshandelingen).34 Kedudukan hukum 
pemerintah yang mewakili dua institusi tentunya akan melahirkan tindakan 
hukum dengan akibat-akibat hukum yang berbeda pula. Dalam praktik 
penyelenggaraan pemerintah agak sukar membedakan kapan tindakan 
hukum pemerintah diatur oleh hukum publik dan kapan tindakan tersebut itu 
diatur oleh hukum privat, apalagi dengan adanya kenyataan bahwa tindakan 
pemerintahan tidak selalu dilakukan oleh organ pemerintahan, tetapi juga 
oleh pihak swasta atau badan hukum perdata dengan persyaratan tertentu. 
Ada pula kesukaran lain dalam menentukan garis batas tindakan pemerintah 
apakah bersifat publik atau privat, terutama sehubungan dengan adanya dua 
macam tindakan hukum publik, yaitu bersifat murni (de puur 
publiekrechtelijke), sebagai tindakan hukum yang dilaksanakan berdasarkan 
kewenangan publik, dan bersifat campuran antara hukum publik dan hukum 
privat (de gemengd publiek-en privaatrechtelijke).35Jadi, perlu untuk 
dilakukan penegasan kapan tindakan hukum pemerintah tunduk pada hukum 
publik dan kapan tindakan tersebut tunduk pada hukum privat. 
                                                             
34 Ibid., hlm. 114. 
35 Ibid., hlm. 115. 
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Secara teoritis, untuk menentukan perbedaan kapan tindakan hukum 
pemerintah bersifat hukum publik dan kapan bersifat hukum privat adalah 
dengan melihat kedudukan pemerintah dalam menjalankan tindakan 
tersebut. Jika pemerintah bertindak dalam kualitas sebagai pemerintah, maka 
hanya hukum publik yang berlaku, jika pemerintah bertindak tidak dalam 
kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku,36 dengan kata lain, 
ketika pemerintah terlibat dalam pergaulan keperdataan dan bukan dalam 
kedudukannya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum, ia tidak 
berbeda dengan pihak swasta, yaitu tunduk pada hukum privat.37 
4. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan 
Terjadi perbedaan pendapat di antara para sarjana hukum mengenai 
sifat tindakan hukum pemerintahan. Sebagian menyatakan bahwa perbuatan 
hukum yang terjadi dalam lingkup hukum publik selalu bersifat sepihak atau 
hubungan hukum bersegi satu (eenzijdige), sementara sebagian lain 
menyatakan bahwa ada perbuatan hukum pemerintahan yang bersegi dua 
(tweezijdige).38 Meskipun dikenal adanya tindakan pemerintah yang bersegi 
dua, namun dari argumentasi masing-masing penulis tampak bahwa pada 
prinsipnya semua tindakan pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-
                                                             
36 Ibid., hlm. 116. 
37 Ibid. 
38 Ibid., hlm. 118. 
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tugas publik lebih merupakan tindakan sepihak atau bersegi satu.39 
Indroharto bahkan menyebutkan bahwa tindakan tata usaha negara itu selalu 
bersifat sepihak. Tindakan hukum tata usaha negara itu dikatakan bersifat 
sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara 
yang memiliki kekuatan hukum itu pada akhirnya tergantung kepada 
kehendak sepihak dari badan atau jabatan tata usaha negara yang memiliki 
wewenang pemerintahan untuk berbuat demikian.40 
Dalam suatu negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintahan 
selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pada dasarnya 
perbuatan hukum pemerintahan dimaksudkan hanya untuk melaksanakan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku 
ataupun dalam rangka untuk mengatur dan melayani kepentingan umum 
yang terdapat dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan. 
Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum 
(rechtsbetrekking) antara pemerintah, dalam kapasitasnya sebagai wakil dari 
jabatan pemerintahan bukan dalam kapasitasnya selaku wakil dari badan 
pemerintahan, dengan seseorang atau badan hukum perdata tidak berada 
                                                             
39 Ibid. 
40 Ibid. 
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dalam kedudukan yang sejajar.41 Pemerintah memiliki kedudukan khusus (de 
overheid als bijzonder persoon), sebagai satu-satunya pihak yang diserahi 
kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum 
dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah 
diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, 
menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi 
hukum. Kedudukan pemerintah inilah yang menyebabkan hubungan hukum 
antara pemerintah dengan seseorang dan badan hukum perdata bersifat sub-
ordinatif.42 
Sepanjang prinsip negara hukum, yaitu asas wetmatigheid van bestuur 
masih dijadikan sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, maka tetaplah 
bahwa prinsip tindakan hukum pemerintahan yang bersifat sepihak tersebut 
tidak dapat dikesampingkan, meskipun tugas-tugas dan pekerjaan 
pemerintahan dapat dijalankan dengan cara kerjasama(samnwerking), 
perjanjian (overeenkomst), perizinan (vergunning), konsesi (consessie), dan 
sebagainya.43 Jadi menurut beberapa penulis dalam paparan di atas bahwa 
karakteristik utama dari tindakan hukum pemerintahan adalah bersifat 
sepihak dan sub-ordinatif jika melakukan hubungan hukum dengan 
                                                             
41 Ibid., hlm. 120. 
42 Ibid. 
43 Ibid., hlm. 122. 
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seseorang atau badan hukum perdata dalam kapasitas wakil jabatan 
pemerintah. 
C. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 
Kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 
kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).44 
Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan 
yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenisnya, lingkungan pengadilan 
dibedakan atas pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan 
pengadilan tata usaha negara (pengadilan administrasi). 
Ada beberapa cara untuk dapat mengetahui kompetensi dari suatu 
pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, yaitu : 
1. Dapat dilihat dari pokok sengketanya (fundamentum petendi); 
2. Dengan melakukan pembedaan atas atribusi (absolute 
competentie) dan delegasi (relatieve comptentie); 
                                                             
44 Lihat di <http://kbbi.web.id/kompetensi>, di akses pada tanggal 02 Oktober 2016, pukul 
20.39 WITA. 
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3. Dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan 
kompetensi relatif.45 
Dilihat dari pokok sengketanya (fundamentum petendi), apabila pokok 
sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka yang 
berkompetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok 
sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang 
berkompetensi adalah hakim PTUN. 
Pembagian kompetensi atas atribusi dan delegasi dapat dijelaskan 
sebagai berikut : 
1. Atribusi (absolute competentie) yang berkaitan dengan pemberian 
wewenang yang bersifat bulat (absolut) mengenai materinya, yang 
dapat dibedakan : 
1.1. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan 
melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya yang mempunyai 
kedudukan sederajat/setingkat. Contoh : Pengadilan 
Administrasi terhadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, 
dan Pengadilan Militer. 
1.2. Secara vertical, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan 
melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap pengadilan 
                                                             
45 Zairin Harahap, Op.Cit., hlm. 28. 
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lainnya yang secara berjenjang. Contoh : Pengadilan Negeri 
terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. 
2. Delegasi (relatieve competentie) yang berkaitan dengan 
pembagian wewenang yang bersifat terinci (relatif) diantara badan-
badan sejenis mengenai wilayah hukum.  
Pembagian yang lain adalah pembagian atas kompetensi absolut dan 
kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan 
badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara, sementara kompetensi relatif adalah kewenangan dari pengadilan 
sejenis yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang bersangkutan.46 
Dalam kaitannya dengan peradilan tata usaha negara, maka 
kompetensi absolutnya adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau 
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat 
dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa 
kepegawaian (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan 
tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai 
batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, 
sedangkan hal itu telah menjadi kewajiban badan atau pejabat tata usaha 
                                                             
46 Ibid., hlm. 28-29. 
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negara yang bersangkutan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). 
Kemudian kompetensi relatif dari peradilan tata usaha negara adalah 
menyangkut kewenangan pengadilan tata usaha negara mana yang 
berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, 
apakah PTUN Surabaya, semarang, dan sebagainya. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas pasal 54 Undang-Undang 
PTUN menyebutkan gugatan dapat diajukan kepada PTUN tempat 
kedudukan (domisili) tergugat. Apabila tergugatnya lebih dari satu, maka 
gugatan dapat diajukan kepada PTUN dari tempat kedudukan salah satu 
tergugat. Gugatan dapat juga diajukan melalui PTUN tempat kedudukan 
penggugat untuk diteruskan kepada PTUN tempat kedudukan tergugat. 
PTUN Jakarta berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara, apabila penggugat dan tergugat berdomisili di luar negeri. 
Sedangkan apabila tempat kedudukan tergugat di dalam negeri, sedangkan 
penggugat berdomisili di luar negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada 
PTUN tempat kedudukan tergugat. 
Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara, apabila bukan menjadi 
kompetensinya baik secara absolut maupun secara relatif. Berkaitan dengan 
kompetensi PTUN di atas, dalam pasal 77 Undang-Undang PTUN disebutkan 
: 
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(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan 
setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi 
tentang kewenangan absolut pengadilan apabila apabila hakim 
mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa 
pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa tersebut. 
(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum 
disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut 
harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. 
(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya 
dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. 
Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi relatif dari suatu 
PTUN, harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban atas 
pokok sengketa, apabila disampaikan setelah memberikan jawaban atas 
pokok sengketa, maka eksepsi tersebut tidak dapat diterima. 
D. Keputusan Administrasi Pemerintahan 
1. Pengertian 
Keputusan administrasi pemerintahan atau biasa disebut dengan 
ketetapan (Beschikking) merupakan instrumen yang digunakan oleh 
pemerintah dalam mewujudkan suatu tindakan atau perbuatan hukum 
pemerintahan. Namun, perlu untuk kemudian dibedakan secara jelas antara 
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istilah keputusan yang bersifat ketetapan/menetapkan (beschikking) dengan 
istilah keputusan yang bersifat mengatur atau keputusan dalam arti besluit. 
Istilah keputusan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana 
jerman, Otto Meyer, dengan istilah verwaltungsakt. Kemudian istilah ini 
diperkenalkan di negeri belanda dengan nama beschikking oleh van 
Vollenhoven dan C.W. van der pot, yang oleh beberapa penulis, seperti AM. 
Donner, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, dan lain-lain, di anggap sebagai 
“de vader van het moderne beschikkingsbegrip”,47 (bapak dari konsep 
beschikking yang modern). 
Di indonesia istilah beschikking diperkenalkan pertama kali oleh WF. 
Prins. Istilah beschikking ini ada yang menerjemahkannya dengan ketetapan, 
seperti E. Utrecht, Bagir Manan, Sjachran Basah, dan lain-lain, dan dengan 
keputusan seperti WF. Prins, Philipus M. Hadjon, SF. Marbun, dan lain-lain. 
Djenal Hoesen dan Muchsan mengatakan bahwa penggunaan istilah 
keputusan barangkali akan lebih tepat untuk menghindari kesimpangsiuran 
pengertian dengan istilah ketetapan. Menurutnya, di indonesia istilah 
ketetapan sudah memiliki pengertian teknis yuridis, yaitu sebagai ketetapan 
MPR yang berlaku ke luar dan ke dalam.48 Menurut Aminuddin Ilmar 
dipergunakannya istilah beschikking yang berbeda dilatar belakangi oleh 
adanya pemaknaan yang berbeda, dimana di belanda istilah ketetapan 
                                                             
47 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 140. 
48 Ibid. 
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(beschikking) digunakan untuk menunjuk kepada surat keputusan yang di 
buat oleh pemerintah dan berlaku khusus yang normanya bersifat konkret-
individual. Sedangkan, istilah keputusan (besluit) lebih diarahkan kepada 
peraturan yang di buat oleh pemerintah dan berlaku umum serta normanya 
bersifat abstrak (besluiten algemene van strekking).49 Seiring dengan 
berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, istilah beschikking itu diterjemahkan 
dengan keputusan. 
Terdapat banyak definisi-definisi tentang keputusan pemerintahan 
diantaranya, Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, beschikking 
merupakan keputusan untuk hal yang bersifat konkret dan individual (tidak 
ditujukan untuk umum) dan sejak dulu telah dijadikan instrumen yuridis 
pemerintahan yang utama. Menurut P. de Haan dan kawan-kawan, “De 
administratieve beschikking is de meest voorkomende en ook meest 
bestudeerde bestuurshandeling (keputusan administrasi merupakan [bagian] 
dari tindakan pemerintahan yang paling banyak muncul dan paling banyak 
dipelajari).50 Oleh karena itu, tidak berlebihan jika F.A.M. Stroink dan J.G. 
Steenbeek menganggapnya sebagai konsep inti dalam hukum administrasi 
negara.51 
                                                             
49 Aminuddin Ilmar, Op.Cit.,  hlm. 178-179. 
50 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 141. 
51 Ibid. 
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Salah satu pengertian umum yang diberikan terhadap keputusan atau 
ketetapan, bahwa keputusan atau ketetapan(beschikking) adalah pernyataan 
kehendak dari organ atau badan pemerintahan untuk melaksanakan hal 
khusus, dan ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum baru, serta 
melakukan perubahan atau menghapus hubungan hukum yang telah ada (de 
beschikking is dus de wilsverklaring van een bestuursorgaan voor een 
bijzonder geval, gericht op het scheppen van een nieuwe, het wijzigen of het 
opheffen van een bestaande rechtsverhouding). Dalam pengertian lain 
dikemukakan, bahwa keputusan atau ketetapan adalah suatu pernyataan 
kehendak yang disebabkan adanya surat permohonan yang diajukan, atau 
setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan.52 
Terdapat pula definisi lain yang mengatakan bahwa secara umum, 
beschikking dapat diartikan, keputusan yang berasal dari organ pemerintahan 
yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum.53 Untuk lebih jelasnya, 
selanjutnya akan dibahas unsur, macam, dan jenis keputusan atau ketetapan 
pemerintah.  
2. Unsur-Unsur Keputusan 
Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka terdapat beberapa 
unsur dalam keputusan yaitu, adanya pernyataan kehendak secara sepihak; 
                                                             
52 Aminuddin Ilmar, Op.Cit.,  hlm. 181. 
53 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 142. 
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dikeluarkan oleh organ atau badan pemerintahan; didasarkan pada 
kewenangan hukum publik; ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret 
dan individual; serta dengan maksud untuk menimbulkan adanya akibat 
hukum dalam bidang pemerintahan. 
Kiranya perlu untuk dikemukakan pengertian keputusan berdasarkan 
Pasal 2 UU Administrasi Belanda (AwB) dan pengertian keputusan 
berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PTUN sebelum unsur-unsur keputusan di 
uraikan. Pasal 2 UU Administrasi Belanda (AwB) secara jelas menyatakan, 
keputusan adalah pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ 
atau badan pemerintahan pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau 
kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi, yang 
dimaksudkan untuk menentukan, menghapus dan mengakhiri hubungan 
hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, dan yang 
memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, 
atau penciptaan hubungan hukum baru (de eenzijdig, naar buiten gerichte 
schriftelijke wilsverklaring van een administratief orgaan van de central 
overheid, gegeven krachtens een in enig staats-of administratiefrechtelijk 
voorschrif vervatte bevoegdheid of verplichting en gericht op de vaststelling, 
de wijziging of de opheffing van de een bestaande rechtsverhouding of het 
scheppen van een nieuwe rechtsverhouding, dan wel inhoudende de 
weigering tot zodanig vaststellen, wijzigen, opheffen of scheppen). 
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Dari definisi terdapat enam unsur keputusan, yaitu: 
1. Suatu pernyataan kehendak secara tertulis ( een naar buiten gerichte 
schriftelijke wilsverklaring); 
2. Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata 
negara atau hukum administrasi (gegeven krachtens een in enig 
staats-of administratiefrechtelijk voorschrif vervatte bevoegdheid of 
verplichting); 
3. Bersifat sepihak (eenzijdig); 
4. Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum (met zondering 
van besluiten van algemene strekking); 
5. Yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran 
hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan 
hukum baru, yang memuat adanya penolakan sehingga terjadi 
penetapan, perubahan, penghapusan atau penciptaan (gericht op de 
vaststelling, de wijziging of de opheffing van een bestaande 
rechtsverhouding of het scheppen van een nieuwe rechtsverhouding, 
dan wel inhoudende de weigering tot zodanig vaststellen, wijzigen, 
opheffen of scheppen); 
6. Berasal dari organ atau badan pemerintahan (afkomstig van een 
adminsitratief orgaan). 
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Kemudian berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, 
keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau 
pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara 
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi 
seseorang atau badan hukum perdata. Dari uraian definisi tersebut, maka 
unsur-unsur keputusan, yaitu : 
1. Penetapan tertulis; 
2. Dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha negara; 
3.  Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
4. Bersifat konkret, individual, dan final; 
5. Menimbulkan akibat hukum; 
6. Seseorang atau badan hukum. 
Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1. Penetapan tertulis 
Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, istilah “penetapan 
tertulis” menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang 
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan menurut Pasal 1 
angka 3 tersebut memanglah harus tertulis, namun yang disyaratkan tertulis 
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bukanlah bentuk formatnya seperti surat keputusan pengangkatan dan 
sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk mempermudah dari 
segi pembuktiannya. Jadi, pengertian “penetapan tertulis” maksudnya cukup 
ada hitam di atas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut 
dikatakan bahwa “form” tidak penting dan bahkan memo atau nota saja 
sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis54, dan sudah merupakan 
Keputusan Badan atau Pejabat TUN menurut undang-undang ini apabila 
sudah jelas: 
- Badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya; 
- Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; 
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di 
dalamnya.55 
Unsur penetapan tertulis ini ada pula pengecualiannya, yaitu Pasal 3 
UU PTUN yang dikenal dengan KTUN fiktif/negatif. Dalam penjelasan Pasal 3 
ayat (2) disebutkan; “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima 
permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan 
permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat 
dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak 
melayani permohonan yang diterimanya”. 
                                                             
54 Philipus M Hadjon dkk, Op.Cit., hlm. 138. 
55 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 148. 
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2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
Keputusan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. 
Hampir semua organ kenegaraan dan pemerintahan berwenang untuk 
mengeluarkan keputusan. Meskipun demikian, keputusan yang dimaksudkan 
disini hanyalah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku 
administrasi negara. Keputusan yang dikeluarkan oleh organ-organ 
kenegaraan tidak termasuk dalam pengertian beschikking berdasarkan 
Hukum Administrasi Negara. 
Pengertian badan atau pejabat tata usaha negara dirumuskan dalam 
Pasal 1 angka 2. Pada dasarnya badan atau pejabat tata usaha negara 
melakukan urusan pemerintahan. Penjelasan atas Pasal 1 angka 1 
menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan 
yang bersifat eksekutif. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa ,” Het woor 
bestuur pleegt te worden gelijkgesteld met uitvoerende macht. Het betekent 
dan het gedeelte van de overheidsorganen en van overheidsfuncties, die niet 
zijn wetgevende en rechtsprekende organen en functies” (kata pemerintahan 
diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif. Artinya pemerintahan 
merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, selain organ dan 
fungsi pembuat undang-undang dan peradilan).56 Dengan kata lain, 
“onder(openbaar) bestuur verstaan wij alle activiteiten van de overheid die 
                                                             
56Ibid., hlm. 150-151. 
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niet als wetgeving en rechtspraak zijn aan te merken”(pemerintahan umum 
diartikan semua aktivitas pemerintah, yang tidak termasuk sebagai 
pembuatan undang-undang dan peradilan).57 Dengan banyaknya organ atau 
lembaga pemerintahan yang “dipersamakan” dengan organ pemerintahan 
menunjukkan bahwa pengertian badan atau pejabat tata usaha negara 
memiliki cakupan yang luas, yang berarti luas juga pihak-pihak yang dapat 
diberikan wewenang pemerintahan untuk membuat dan mengeluarkan 
keputusan. 
3. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku 
Telah disebutkan bahwa keputusan adalah hasil dari tindakan hukum 
pemerintahan. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus 
didasarkan pada asas legalitas atau mempunyai dasar hukum yang jelas. 
Esensi dari asas legalitas dalam hukum administrasi negara adalah 
wewenang, yang menurut F.P.C.L. Tonnaer,”overheidsbevoegdheid wordt in 
dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en 
Aldus rechtsbetrekkingen tussem burgers onderling en tussen overheid en te 
scheppen”(adalah kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap 
sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, 
                                                             
57 Ibid., hlm. 151. 
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dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga 
negara).58 
Pembuatan dan penerbitan keputusan harus didasarkan pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau harus didasarkan pada 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa dasar 
kewenangan, pemerintah atau pejabat tata usaha negara tidak dapat 
membuat dan menerbitkan keputusan atau keputusan itu menjadi batal demi 
hukum atau tidak sah. Keputusan itu akan menimbulkan akibat hukum bagi 
bagi pihak yang dikenai keputusan, karena itu pembuatannya harus 
didasarkan pada kewenangan yang sah. Organ pemerintahan dapat 
memperoleh kewenangan untuk membuat keputusan tersebut melalui tiga 
cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. 
4. Bersifat konkret, Individual, dan Final 
Keputusan memiliki sifat norma hukum yang individual-konkret dari 
rangkaian norma hukum yang bersifat umum-abstrak. Untuk menuangkan 
hal-hal yang bersifat umum-abstrak ke dalam peristiwa-peristiwa yang 
konkret, maka dikeluarkanlah keputusan-keputusan yang akan membawa 
peristiwa umum itu sehingga dapat dilaksanakan.59 
                                                             
58 Ibid., hlm. 152. 
59 Ibid., hlm. 153. 
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Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PTUN, sebagaimana telah 
disebutkan sebelumnya, keputusan memiliki sifat konkret, individual, dan 
final. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa: 
-  Konkret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak, 
tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, misalnya keputusan 
mengenai izin usaha bagi seseorang;  
- Individual artinya KTUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu 
baik itu alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari 
satu orang, maka tiap-tiap orang yang ditujukan KTUN itu disebutkan; 
- Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat 
hukum. Keputusan yang masih membutuhkan persetujuan atasan atau 
instansi lain belum bersifat final karena belum dapat menimbulkan 
suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dikenai keputusan. 
5. Menimbulkan Akibat Hukum 
Keputusan merupakan wujud konkret dari tindakan hukum 
pemerintahan(bestuursrechthandelingen). Secara teoritis tindakan hukum 
berarti “gericht op het scheppen van rechten of plichten”(tindakan yang 
dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban)60. 
                                                             
60 Ibid., hlm. 154. 
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Pemerintah pada dasarnya dapat melakukan 2(dua) tindakan hukum, 
yaitu tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat, namun dalam 
kaitannya dengan keputusan maka dibatasi pada tindakan hukum pemerintah 
yang bersifat publik saja. Tindakan hukum publik menurut J.B.J.M ten Berge, 
Publiekrechtelijke rechtshandelingen kunnen slechts voortvloeien uit 
publiekrechtelijke bevoegdheden,(tindakan-tindakan yang bersifat hukum 
publik hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik).61 
Tindakan hukum publik pemerintah ini terbagi dalam dua jenis yaitu tindakan 
hukum publik yang bersifat sepihak dan dua pihk atau lebih. Namun dalam 
hubungannya dengan keputusan, tindakan hukum yang dimaksud hanyalah 
tindakan hukum publik yang bersifat sepihak. 
Berdasarkan paparan tersebut diatas mengenai tindakan hukum 
pemerintahan tersebut tampak bahwa keputusan merupakan instrumen yang 
digunakan oleh organ pemerintahan dalam bidang publik dan digunakan 
untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum yang dimaksud 
adalah muncul atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum setelah 
keputusan itu diterbitkan. 
6. Seseorang atau Badan Hukum Perdata 
Dalam lalu lintas pergaulan hukum (rechtsverkeer) khususnya dalam 
bidang keperdataan, dikenal istilah subjek hukum, yaitu pendukung hak-hak 
                                                             
61Ibid. 
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dan kewajiban-kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari manusia (natuurlijke 
person) dan badan hukum (rechtspersoon). Kualifikasi untuk menentukan 
subjek hukum adalah mampu(bekwaam) atau tidak mampu(ombekwaam) 
untuk mendukung atau memikul hak dan kewajiban hukum. Berdasarkan 
hukum perdata, seseorang atau badan hukum yang dinyatakan tidak mampu 
seperti orang yang berada dalam pengampuan atau perusahaan yang 
dinyatakan pailit tidak dapat dikualifikasi sebagai subjek hukum karena 
dianggap tidak cakap untuk mendukung hak dan kewajiban hukum. 
Keputusan sebagai wujud dari tindakan hukum publik sepihak dari organ 
pemerintahan ditujukan pada subjek hukum yang berupa seseorang atau 
badan hukum perdata yang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan 
hukum. 
Seperti yang dipaparkan di atas, bahwa badan hukum keperdataan 
dalam keadaan dan alasan tertentu dapat dikualifikasi sebagai jabatan 
pemerintahan khususnya ketika sedang menjalankan salah satu fungsi 
pemerintahan dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan di 
atas. Menurut Indroharto, yang dimaksud disini (badan hukum) adalah murni 
badan yang menurut pengertian hukum perdata berstatus sebagai badan 
hukum, seperti CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Persekutuan Perdata 
(Maatschap), dan sebagainya yang berstatus badan hukum. Jadi bukan 
lembaga hukum publik yang berstatus sebagai badan hukum, seperti 
 51 
 
provinsi, kabupaten, departemen dan sebagainya. Bukan pula badan hukum 
perdata atau lembaga hukum swasta yang sedang melaksanakan suatu 
tugas pemerintahan yang statusnya dianggap sebagai badan atau jabatan 
TUN.62 
3. Macam-Macam Keputusan 
Dalam buku-buku hukum administrasi berbahasa indonesia, dapat 
dibaca beberapa pengelompokan keputusan (beschikking). Terdapat 
beberapa pendapat mengenai pengelompokan keputusan, diantaranya 
menurut E. Utrecht yang menyebut beschikking dengan menggunakan istilah 
“ketetapan”  terbagi atas : 
a. Ketetapan positif dan negatif: ketetapan positif menimbulkan hak/ 
dan kewajiban bagi yang dikenai ketetapan. Ketetapan negatif tidak 
menimbulkan perubahan dalam keadaan hukum yang telah ada. 
Ketetapan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa 
(onbevoegd-verklaring), pernyataan tidak diterima (niet-ontvankelijk 
verklaring) atau suatu penolakan (afwijzing); 
b. Ketetapan deklaratur dan ketetapan konstitutif:  ketetapan 
deklaratur hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian 
                                                             
62 Ibid., hlm. 156-157. 
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(rechtsvastellende beschikking). Sementara Ketetapan konstitutif 
adalah membuat hukum (rechtsscheppend); 
c. Ketetapan kilat dan ketetapan yang tetap (blijvend): menurut Prins, 
ada empat macam ketetapan yang kilat yaitu, ketetapan yang 
bermaksud mengubah redaksi (teks) ketetapan yang lama, suatu 
ketetapan negatif, penarikan atau pembatalan suatu ketetapan, 
dan suatu pernyataan pelaksanaan (uitvoerbaarverklaring). 
d. Dispensasi, izin (vergunning), lisensi, dan konsesi.63  
Sedangkan P. de Haan cs, mengelompokkan keputusan atas : 
a. Keputusan Perorangan dan Kebendaan :  
yang dimaksudkan dengan keputusan perorangan ialah keputusan 
yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu, seperti 
SK pengangkatan seseorang dalam jabatan negara, SIM, dan 
sebagainya. Dengan dasar bahwa dasar lahirnya keputusan 
perorangan adalah kualitas pribadi, relevansi yuridis keputusan jenis 
ini terutama menyangkut soal pengalihannya kepada pihak lain. 
Demikian juga dalam sengketa kepegawaian tidak mungkin posisi 
penggugat sebagai ahli waris, karena kedudukan sebagai pegawai 
tidak bisa diwariskan. Sementara yang dimaksudkan dengan 
                                                             
63 Philipus M Hadjon dkk, Op.Cit., hlm. 141-142. 
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keputusan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar 
kualitas kebendaan, misalnya sertifikat hak atas tanah. Hak yang 
timbul dari keputusan kebendaan dapat dialihkan kepada pihak lain; 
b. Keputusan Deklaratif dan Keputusan Konstitutif :  
pada keputusan deklaratif hubungan hukum pada dasarnya sudah 
ada, seperti akte kelahiran, hak milik atas tanah eks hukum adat. 
Relevansi praktis dari pembedaan ini terkait dengan alat bukti. 
Keputusan deklaratif bukanlah alat bukti mutlak, adanya hubungan 
hukum masih mungkin dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.  
Pada keputusan konstitutif, adanya keputusan merupakan syarat 
mutlak lahirnya hubungan hukum, misalnya sertifikat hak guna 
bangunan,SK pengangkatan pegawai. Berbeda dengan keputusan 
deklaratif, keputusan konstitutif merupakan alat bukti mutlak. Dengan 
kata lain, tidak ada hubungan hukum tanpa adanya keputusan yang 
sifatnya konstitutif. 
c. Keputusan Terikat dan Keputusan Bebas :  
Bagi keputusan terikat, pada dasarnya keputusan itu hanya 
melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya suatu ruang 
kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Sementara bagi 
keputusan bebas didasarkan pada suatu kebebasan bertindak yang 
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lazimnya dikenal dengan asas “freies ermessen” (discretionary power). 
Ada dua macam kebebasan yaitu, kebebasan kebijaksanaan dan 
kebebasan interpretasi. 
Relevansi pembagian keputusan atas keputusan terikat dan keputusan 
bebas adalah kaitannya pada alat ukur aspek “rechtmatigheid” suatu 
keputusan. Sah tidaknya sebuah keputusan terikat diukur dengan 
peraturan tertulis sedangkan bagi keputusan bebas kiranya tidak dapat 
dijangkau oleh peraturan tertulis, melainkan dengan menggunakan 
asas hukum tak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang 
baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) untuk mengukur 
keabsahan keputusan bebas 
d. Keputusan Menguntungkan dan Keputusan Yang Memberi Beban : 
Pembedaan tersebut harus dilihat dari sudut si alamat, karena pada 
dasarnya keputusan yang menguntungkan seseorang namun mungkin 
pihak lain dirugikan. Dengan menggunakan konstruksi para pihak 
dalam keputusan, pembedaan tersebut harus dilihat dari posisi pihak 
II. Relevansi pembedaan ini ialah kemungkinan terjadinya gugatan. 
Dalam hal keputusan itu menguntungkan, gugatan bakal muncul dari 
pihak III. Sedangkan dalam hal keputusan yang member beban 
(misalnya penetapan pajak), gugatan berasal dari pihak II. 
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e. Keputusan Kilat dan Keputusan Langgeng : 
Pembedaan ini di dasarkan pada kekuatan berlakunya. Keputusan 
yang berlakunya seketika (sekali pakai) merupakan keputusan kilat, 
misalnya izin mendirikan bangunan. Dalam praktek dewasa ini 
terdapat juga keputusan yang masa berlakunya untuk jangka waktu 
tertentu, misalnya SK Bupati/KDH tentang hak pakai atas tanah yang 
masa berlakunya 5 tahun yang kemudian dapat diperpanjang lagi. 
Dengan perkembangan itu, dapatlah keputusan dibedakan atas : 
- Keputusan kilat 
- Keputusan langgeng 
- Keputusan tenggang waktu tertentu 
Relevansi pembedaan ini berkaitan dengan kemungkinan pengenaan 
sanksi administratif seperti pencabutan izin. Bagi keputusan kilat tidak 
mungkin izin dicabut apabila izin itu telah digunakan, misalnya IMB. 
Demikian juga kemungkinan mengalihkan hak pada pihak lain 
tentunya juga masih mungkin hanya kalau izin itu belum selesai 
digunakan.  
4. Syarat-Syarat Pembuatan Keputusan 
 56 
 
Pembuatan keputusan tata usaha negara harus memperhatikan 
beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum 
(rechtsgeldig) dan memiliki kekuatan hukum (rechtskracht) untuk 
dilaksanakan. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 
keputusan ini mencakup syarat materiil dan syarat formal. 
a. Syarat-syarat materiil terdiri atas : 
1). Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang; 
2). Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), 
maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, 
seperti penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap 
(omkoping), dan kesesatan (dwaling); 
3). Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu; 
4). Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar 
peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus 
sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. 
b. Syarat-syarat formal terdiri atas : 
1). Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan 
dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya 
keputusan harus dipenuhi; 
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2). Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
dikeluarkannya keputusan itu; 
3).  Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus 
dipenuhi; 
4).  Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang 
menyebabkan dibuatny dan diumumkannya keputusan itu harus 
diperhatikan.64 
Apabila syarat materiil dan syarat formal ini telah terpenuhi, maka 
keputusan itu sah menurut hukum (rechtsgeldig), artinya dapat diterima 
sebagai bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang 
ada baik secara prosedural/formal maupun secara materiil. Sebaliknya, bila 
satu atau beberapa persyaratan tidak terpenuhi, maka keputusan itu 
mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah. F.H. van der Burg dkk 
menyebutkan bahwa keputusan dianggap tidak sah jika di buat oleh organ 
yang tidak berwenang (onbevoegdheid), mengandung cacat bentuk 
(vormgebreken), cacat isi (inhoudsgebreken), dan cacat kehendak 
                                                             
64 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 162. 
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(wilsgebreken).65 A.M. Donner mengemukakan akibat-akibat dari keputusan 
yang tidak sah, yaitu : 
a. Keputusan itu harus dianggap batal sama sekali; 
b. Berlakunya keputusan itu dapat digugat : 
1. Dalam banding (beroep); 
2. Dalam pembatalan oleh jabatan (amtshalve vernietiging); 
3. Dalam penarikan kembali (intrekking) oleh kekuasaan yang berhak 
(competent) mengeluarkan keputusan itu. 
c. Dalam hal keputusan tersebut, sebelum dapat berlaku, memerlukan 
persetujuan (peneguhan) suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, 
maka persetujuan itu tidak diberikan; 
d. Keputusan itu diberi tujuan lain daripada tujuan permulaannya 
(conversie).66  
Meskipun suatu keputusan itu dianggap sah dan akan menimbulkan 
akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, akan tetapi 
keputusan yang sah itu tidak dengan sendirinya berlaku, karena untuk 
berlakunya suatu keputusan harus memerhatikan tiga hal berikut ini; 
pertama, jika berdasarkan peraturan dasarnya terhadap keputusan itu tidak 
                                                             
65 Ibid., hlm. 163. 
66 Ibid. 
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memberi kemungkinan mengajukan permohonan banding bagi yang dikenai 
keputusan, maka keputusan itu mulai berlaku sejak saat diterbitkan (ex 
nunc); kedua, jika berdasarkan peraturan dasarnya terdapat kemungkinan 
untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang bersangkutan, maka 
keberlakuan keputusan itu tergantung dari proses banding itu. Kranenburg 
dan Vegting menyebutkan empat cara mengajukan permohonan banding 
terhadap keputusan, yaitu : 
a. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan 
pembatalan keputusan pada tingkat banding, dimana kemungkinan itu 
ada; 
b. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan  kepada 
pemerintah supaya keputusan itu dibatalkan; 
c. Pihak yang dikenai keputusan itu dapat mengajukan masalahnya 
kepada hakim biasa agar keputusan itu dinyatakan batal karena 
bertentangan dengan hukum; 
d. Pihak yang dikenai keputusan itu dapat, apabila karena tidak 
memenuhinya keputusan itu,berusaha untuk memperoleh keputusan 
dari hakim seperti yang dimaksudkan dalam bagian c.67  
                                                             
67 Ibid., hlm. 165. 
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Pada umumnya terdapat batas waktu pengajuan banding, jika batas 
waktu tersebut telah lewat atau berakhir dan tidak digunakan oleh mereka 
yang dikenai keputusan itu, maka keputusan itu berlaku sejak berakhirnya 
batas waktu banding itu. Ketiga, jika keputusan itu memerlukan pengesahan 
dari organ atau instansi pemerintahan yang lebih tinggi, maka keputusan itu 
mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan. 
Keputusan yang sah dan sudah dinyatakan berlaku, disamping 
mempunyai kekuatan hukum formal dan materiil, juga akan melahirkan 
prinsip praduga rechtmatig. Prinsip ini mengandung arti bahwa “ setiap 
keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu 
dianggap sah menurut hukum”. Asas praduga rechtmatig  ini membawa 
konsekuensi bahwa pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan oleh 
pemerintah itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat 
keberatan (bezwaar), banding (beroep), perlawanan (bestreden) atau 
gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai keputusan 
tersebut. 
Asas praduga rechtmatig ini dianut pula oleh UU PTUN, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) ; “ Gugatan tidak menunda atau 
menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang digugat”. Dalam penjelasannya antara lain disebutkan, “ akan 
tetapi selama hal itu belum diputus oleh pengadilan, maka Keputusan Tata 
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Usaha Negara harus dianggap sah menurut hukum. Oleh karena itu, pada 
asasnya selama hal tersebut belum diputuskan oleh pengadilan, maka 
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dianggap sah menurut 
hukum dan dapat dilaksanakan. Namun, dalam keadaan tertentu, penggugat 
dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, Keputusan 
Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. 
Asas praduga rechtmatig tersebut berkaitan erat dengan asas 
kepastian hukum (rechtszekerheid) yang terdapat dalam asas-asas umum 
pemerintahan yang baik (AAUPB), yang menurut SF. Marbun asas kepastian 
hukum ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang 
berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan 
keputusan itu tidak akan dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi 
negara, meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan. Jika pejabat 
administrasi negara dapat sewaktu-waktu mencabut atau membatalkan surat 
keputusan yang telah dikeluarkannya, tindakan demikian kecuali dapat 
merugikan penerima surat keputusan juga dapat menimbulkan hilangnya 
kepercayaan masyarakat terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh 
badan/pejabat administrasi negara. Karena ketiadaan kepastian hukum maka 
masyarakat akan selalu meragukan setiap tindakan yang dilakukan oleh 
badan/pejabat administrasi negara. Masyarakat akan selalu dibayangi 
keraguan terhadap hak yang telah diperolehnya, karena hak tersebut 
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sewaktu-waktu dapat saja dicabut atau dibatalkan oleh badan/pejabat 
administrasi negara yang mengeluarkannya maupun atasannya… .68 
Meskipun diasumsikan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah dianggap sah menurut hukum, akan tetapi di dalam praktiknya 
hampir semua surat keputusan, khususnya dalam praktik administrasi di 
indonesia, terdapat klausula pengaman yang biasanya berbunyi; “ apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka surat keputusan 
ini akan ditinjau kembali”. Klausula tersebut bertentangan dengan asas 
kepastian hukum dan asas praduga rechtmatig. 
Asas praduga rechtmatig memang sangatlah penting dalam melandasi 
setiap keputusan dengan beberapa konsekuensi yang lahir darinya,namun 
asas ini tidak berarti meniadakan sama sekali kemungkinan perubahan, 
pencabutan, atau penundaan keputusan tata usaha negara. 
 
 
 
 
 
                                                             
68 Ibid., hlm. 168.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kota 
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dengan lokasi penelitian di beberapa 
perpustakaan terlebih Perpustakaan di Universitas Hasanuddin dan Ruang 
Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Oleh karena penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Penelitian 
Normatif, maka jenis data yang paling utama yang digunakan oleh penulis 
adalah Data Sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.69 Adapun 
data sekunder mencakup : 
1. Bahan Hukum Primer, adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat 
dan terdiri dari : 
a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 
Negara RI Tahun 1945; 
b. Peraturan Dasar : 
i. Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945 
ii. Ketetapan-ketetapan MPR 
c. Peraturan Perundang-undangan : 
                                                             
69 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 12. 
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i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf 
ii. Peraturan Pemerintah dan Peraturan yang setaraf 
iii. Keputusan/Peraturan Presiden dan Peraturan yang 
setaraf 
iv. Keputusan/Peraturan Menteri dan Peraturan yang setaraf 
v. Peraturan-peraturan Daerah 
d. Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat. 
e. Yurisprudensi 
f. Traktat 
g. Bahan Hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih 
berlaku, seperti KUHPidana (yang merupakan terjemahan yang 
secara yuridis formal bersumber dari wetboek van straftrecht) 
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari 
kalangan hukum, dan seterusnya. 
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 
Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan 
seterusnya.70 
Berikutnya, sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah 
Penelitian Pustaka (literature research), yaitu menelaah berbagai buku 
                                                             
70 Ibid., hlm. 13. 
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kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubunganya dengan objek 
penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis, 
menelaah dan mendeskripsikan dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti. 
D. Analisis Data/Bahan Hukum 
Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang 
telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. 
Analisis yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara 
kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai keputusan yang 
dimohonkan kepada pejabat TUN 
1. Paradigma Keputusan Yang Dimohonkan Menurut Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1986  
Dinamika konsep Negara Hukum Kesejahteraan telah menjadi 
landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuurfunctie) dalam 
menjalankan kegiatan usaha pemerintahan pada negara-negara hukum 
modern.71 Fungsi negara itu menurut W. Friedmann antara lain yaitu, sebagai 
penyelenggara atau penjamin kesejahteraan (the state as provider), sebagai 
pengusaha (as entrepreneur), sebagai wasit (the state as umpire), dan juga 
sebagai regulator (as regulator).72 W. Friedmann memang menjabarkan 
beberapa fungsi negara bukan fungsi pemerintahan akan tetapi oleh karena 
yang menjalankan urusan pemerintahan adalah representasi dari negara 
maka ini bisa di identikkan dengan fungsi pemerintahan.  Fungsi pemerintah 
sebagai regulator pada dasarnya memberikan kewenangan kepada negara 
                                                             
71 Nuryanto A. Daim, Loc.Cit. 
72 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara:dalam privatisasi BUMN, Cetakan ke-1, Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 13. Berkaitan dengan fungsi pemerintahan 
mengenai fungsi pengaturan, hal ini juga di atur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
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dalam hal ini pemerintah untuk mengatur negaranya. Fungsi regulator ini 
bukan hanya berdasarkan pada undang-undang saja melainkan juga pada 
segala instrumen yuridis yang berdasarkan pada peraturan perundang-
undangan untuk menjalankan urusan pemerintahan. Keputusan Tata Usaha 
Negara merupakan salah satu instrumen yuridis yang berdasarkan pada 
peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu penerbitan Keputusan Tata 
Usaha Negara merupakan salah satu wujud konkret fungsi regulator 
(pengatur) pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 
Dalam pengertian lain mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha 
Negara dikemukakan bahwa keputusan atau ketetapan adalah suatu 
pernyataan kehendak yang disebabkan adanya surat permohonan yang 
diajukan, atau setidak-tidaknya keinginan atau keperluan yang dinyatakan,73 
dari pernyataan di atas penulis menyimpulkan bahwa terkait penerbitan 
Keputusan Tata Usaha Negara, pemerintah berada dalam 2 (dua) 
kedudukan, Pertama, ketika pemerintah dalam menjalankan wewenangnya 
bersikap aktif untuk menerbitkan keputusan dalam rangka menyelesaikan 
suatu persoalan yang memang membutuhkan terbitnya suatu keputusan, 
Kedua, ketika pemerintah dalam menjalankan wewenangnya bersikap pasif 
pada saat terdapat pihak yang memohonkan suatu keputusan. Tentu 2 (dua) 
kedudukan pemerintah diatas memiliki akibat hukum masing-masing yang 
                                                             
73 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Loc.Cit. 
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bisa saja merugikan salah satu pihak yang terkait dengan pelaksanaan fungsi 
pemerintah tersebut.    
Permasalahan keputusan yang dimohonkan itu diatur di dalam Pasal 3 
UU PTUN, yaitu : 
Pasal 3 
(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan 
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal 
tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. 
(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak 
mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 
tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang 
dimaksud. 
(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak 
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya 
permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang 
bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. 
 
Menurut UU PTUN bahwa keputusan yang dimohonkan kepada 
pejabat TUN yang memang merupakan kewenangan dari pejabat TUN yang 
bersangkutan apabila telah lewat jangka waktu yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan dan/atau 4 (empat) bulan, maka pejabat 
TUN tersebut dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Jadi 
paradigma UU PTUN ini menganggap bahwa setiap keputusan yang 
dimohonkan kepada pejabat TUN, lalu pejabat TUN tersebut bersikap diam 
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atau tidak mengeluarkan keputusan maka hal tersebut dianggap sebagai 
keputusan penolakan.  
2. Paradigma Keputusan Yang Dimohonkan Menurut Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 
Dari pemaparan mengenai fungsi regulator pemerintah di atas yang 
meliputi segala instrumen yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan seperti penerbitan keputusan, khususnya terkait dengan 
keputusan yang dimohonkan kepada pejabat TUN. Peraturan perundang-
undangan yang membahas tentang KTUN tidak hanya diatur dalam UU 
PTUN saja, melainkan pada saat ini juga telah ada  pembahasan tentang 
KTUN yang dimuat dalam UU AP. Khusus berkenaan dengan KTUN yang 
dimohonkan untuk diterbitkan dalam UU AP telah dimuat dalam Pasal 53 
yang berbunyi : 
Pasal 53 
(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan 
keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan 
batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau 
melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 
(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 
(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau 
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melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut 
dianggap dikabulkan secara hukum. 
(4) Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 
memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 
(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak 
permohonan diajukan. 
(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan 
untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan 
ditetapkan. 
 
Terkhusus menurut Pasal 53 Ayat (3) UU AP bahwa keputusan yang 
dimohonkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan apabila telah 
melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau 10 (sepuluh) hari kerja dianggap dikabulkan secara 
hukum, lalu dijelaskan pula mekanisme yang harus dilakukan oleh pemohon 
keputusan yaitu melalui mekanisme pengadilan untuk memperoleh putusan 
penerimaan permohonan.  Jadi secara umum paradigma UU AP khususnya 
Pasal 53 Ayat (3) ini menyatakan bahwa tindakan diamnya pemerintah ketika 
dimohonkan suatu keputusan dianggap keputusan tersebut dikabulkan 
secara hukum dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.  
3. Kedudukan Hukum Keputusan Yang Dimohonkan 
Kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat yang 
berwenang (pejabat TUN) dalam pengaturannya (antara UU PTUN dengan 
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UU AP) terdapat spanning (ketegangan) norma, karena pengaturan terkait itu 
dalam kedua undang-undang tersebut memiliki konsekuensi hukum yang 
berbeda, sehingga memungkinkan timbulnya kebingungan ketika diterapkan 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan juga proses di pengadilan. 
UU PTUN menganggap bahwa tindakan diamnya pemerintah adalah 
keputusan penolakan sementara UU AP menganggap bahwa tindakan 
diamnya pemerintah ketika dimohonkan keputusan adalah keputusan yang 
dikabulkan secara hukum, namun penulis beranggapan bahwa bisa saja 
terdapat pemecahan masalah melalui penafsiran yang relevan dengan 
pengaturan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat yang berwenang.  
Dalam pengaturan terkait keputusan yang dimohonkan memang ada 
perbedaan norma sehingga diperlukan penggunaan penafsiran yang relevan. 
Menurut pendapat penulis, tujuan dari penafsiran keputusan yang 
dimohonkan oleh UU PTUN dan UU AP adalah penertiban kedudukan 
masing-masing pandangan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang 
dimohonkan. Penertiban tersebut dilakukan untuk meniadakan ketegangan 
antar norma yang tertuang dalam Pasal 3 UU PTUN dan Pasal 53 Ayat (3) 
UU AP, salah satu cara yang relevan digunakan untuk mencapai hal tersebut 
adalah pemisahan secara kontekstual pandangan masing-masing undang-
undang mengenai keputusan yang dimohonkan.  
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Sebelum penulis menjabarkan hasil analisisnya terkait dengan 
perbedaan paradigma antara Pasal 3 UU PTUN dengan Pasal 53 UU AP 
terlebih dahulu penulis menjabarkan jenis-jenis keputusan berdasarkan 
sifatnya, yaitu : 
- Keputusan konstitutif adalah keputusan yang melahirkan atau 
menghapuskan suatu hubungan hukum atau keputusan yang 
menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh 
seseorang, atau dalam kaitannya dengan alat bukti, keputusan 
konstitutif merupakan alat bukti mutlak. Dengan kata lain, tidak ada 
hubungan hukum tanpa adanya keputusan yang sifatnya konstitutif. 
Salah satu contoh Keputusan yang bersifat konstitutif adalah Surat 
Keputusan Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil. 
- Keputusan deklaratif atau deklaratoir adalah keputusan yang tidak 
mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar 
menyatakan hak dan kewajiban tersebut atau keputusan yang hanya 
mengakui hak yang sudah ada. Dalam kaitannya dengan alat bukti, 
keputusan yang bersifat deklaratif bukanlah alat bukti mutlak. Adanya 
hubungan hukum masih mungkin dapat dibuktikan dengan alat bukti 
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yang lain. Salah satu contoh Keputusan deklaratif adalah Akte 
kelahiran.74 
Hasil analisis penulis bermuara pada sebuah penafsiran bahwa Pasal 
3 UU PTUN secara kontekstual lebih identik dan relevan jika dikaitkan 
dengan jenis keputusan yang sifatnya konstitutif,75 Hal tersebut dikarenakan 
secara kontekstual keadaan pihak pemohon yang sebelum disampaikan 
permohonan penerbitan KTUN, belum memiliki hak dan kewajiban, akan 
tetapi apabila pemerintah tidak menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan 
keputusan atas permohonan itu, maka terdapat akibat hukum bagi pemohon 
yakni adanya kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang dimohonkan 
tersebut. Tentu pertimbangan dasar pemerintah mengapa tidak menerbitkan 
sebuah keputusan yang dimohonkan ialah akan memungkinkan adanya 
kerugian (mengganggu stabilitas) bagi pemerintah (sebagai pejabat/pelayan 
publik) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya jika menerbitkan 
keputusan atas permohonan tersebut. Contoh yang dapat diangkat oleh 
Penulis dari proposisi ini misalnya, Pemohon memohon agar pemerintah 
menerbitkan IMB atas bangunan yang sedang dibangunnya, akan tetapi 
ternyata bangunan tersebut sebagaimana tertuang dalam IMB-nya tidak 
selaras dengan rencana tata ruang kota, maka pemerintah tidak menerbitkan 
                                                             
74 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 157-158. 
75 Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat juga di Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum 
Administrasi Indonesia, Cetakan ke-9, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, 
hlm. 144. 
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Keputusan atas permohonan penerbitan IMB tersebut. Hal ini dilakukan 
dalam rangka tetap mempertahankan rencana tata ruang wilayah dan tidak 
mengganggu stabilitas pembangunan di Kota tersebut di masa yang akan 
datang. 
Sementara itu, Pasal 53 Ayat (3) UU AP secara kontekstual lebih 
identik dan relevan jika dikaitkan dengan jenis keputusan yang sifatnya 
deklaratif.76 Hal tersebut dikarenakan Keputusan Deklaratif sifatnya hanya 
sebatas untuk menyatakan/mendeklarasikan sesuatu, tanpa menimbulkan 
sebuah akibat hukum (hak atau kewajiban), sehingga tidak ada kerugian bagi 
pemerintah apabila pemerintah itu sendiri tidak menghendaki menerbitkan 
keputusan atas permohonan keputusan yang bersifat deklaratif tersebut. Dan 
justru jika pemerintah diam, akan memberikan sebuah ketidakpastian atas 
pengakuan hak pemohon. 
Dalam persoalan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat TUN 
atau Pemerintah, memang sering menimbulkan keambiguan dalam proses 
penyelenggaraan urusan pemerintahan karena perbedaan ataupun 
pertentangan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan. 
Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis menganggap bahwa 
pemisahan secara kontekstual paradigma masing-masing undang-undang 
                                                             
76 Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat juga di Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum 
Administrasi Indonesia, Cetakan ke-9, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, 
hlm. 144. 
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berdasarkan jenis keputusannya merupakan langkah yang solutif dalam 
menyelesaikan kebingungan yang diakibatkan oleh pertentangan norma 
tersebut. Langkah tersebut juga akan mereduksi kerugian yang timbul 
utamanya permasalahan mengenai ketegangan penafsiran oleh para juris 
dalam memahami makna kedudukan hukum dan akibat hukum atas tindakan 
diam pemerintah terhadap keputusan yang dimohonkan kepadanya. 
Dari pendekatan dengan menggunakan jenis-jenis keputusan 
berdasarkan sifatnya sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, 
maka dapat ditarik sebuah benang merah oleh penulis bahwa berkaitan 
dengan paradigma atas Pasal 3 UU PTUN dan Pasal 53 UU AP, seharusnya 
dikaitkan dengan jenis keputusannya. Jika keputusannya bersifat konstitutif, 
maka keputusan tersebut harus didudukkan pada UU PTUN, sehingga fiksi 
hukum negatif berlaku terhadapnya. Sedangkan jika keputusannya bersifat 
deklaratif, maka keputusan tersebut harus didudukkan pada UU AP, 
sehingga fiksi hukum positif berlaku terhadapnya. Solusi ini tentu akan 
membuat pemaknaan atas regulasi fiksi hukum dalam UU PTUN dan UU AP 
menjadi rasional. Hal ini sejalan dengan asas litis finiri oportet yang artinya 
Tidak membiarkan perkara hukum berlarut-larut tanpa akhir adalah rasional.77 
                                                             
77 B. Arief Sidharta dalam “Negara Hukum Yang Berkeadilan” Kumpulan Pemikiran dalam 
Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. BagirManan, Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, 
dan Penemuan Hukum, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011, hlm. 15. 
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B. Implikasi Hukum Terhadap Perbedaan Kedudukan Keputusan 
yang Dimohonkan Kepada Pejabat TUN berdasarkan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2014  
Implikasi hukum merupakan akibat hukum yang akan terjadi 
berdasarkan suatu peristiwa hukum tertentu. Hal ini memberikan makna 
bahwa dalam implikasi hukum terkandung unsur hubungan hukum antar 
person, peristiwa hukum dan akibat hukum. Terkait dengan hal tersebut, 
penulisan ini membahas mengenai implikasi hukum terhadap perbedaan 
kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat TUN berdasarkan 
UU PTUN dan UU AP.  
Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk 
memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur 
oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum 
yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang 
dikehendaki hukum.78 Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala 
akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang 
                                                             
78 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 295. 
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disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang 
bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.79 
Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi 
subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Jelaslah bahwa perbuatan yang 
dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat 
hukum. Akibat hukum itu dapat berujud: 
a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. 
b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, 
antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban 
pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak 
yang lain. 
c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan 
hukum. 
d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian 
darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau 
dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang 
wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut 
hukum.80 
Di bawah ini akan dipaparkan beberapa implikasi hukum dari 
perbedaan kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat TUN 
                                                             
79 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 71. 
80 Ibid., hlm. 72. 
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yang pengaturannya termuat di dalam 2 (dua) Undang-Undang, yakni UU 
PTUN dan UU AP. Pertama, perbedaan pengaturan keputusan yang 
dimohonkan ini oleh UU PTUN yang memberikan payung hukum bahwa 
setiap tindakan diamnya pemerintah ketika dimohonkan suatu keputusan 
dianggap mengeluarkan keputusan penolakan  dan UU AP yang mengatur 
bahwa setiap tindakan diamnya pemerintah ketika dimohonkan suatu 
keputusan dianggap mengabulkan permohonan tersebut secara hukum, 
justru memberikan celah bagi Pejabat TUN atau Pemerintah untuk 
menerbitkan keputusan yang menguntungkan kepentingan pribadinya 
ataupun kepentingan kelompok oligarkinya semata, yang tentunya akan 
berdampak bagi stabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Akibat 
hukum yang mungkin timbul dari celah pengaturan tersebut salah satunya 
adalah bahwa regulasi tersebut tidak memberikan perlindungan hukum 
bagi pihak masyarakat atau pihak pemohon keputusan, padahal 
seharusnya setiap peraturan perundang-undangan memberikan 
perlindungan hukum kepada seluruh warga negara tak terkecuali Pejabat 
TUN atau Pemerintah dan masyarakat umum.  
Kedua, berkaitan dengan penerapan keputusan yang dimohonkan 
kepada pejabat TUN atau Pemerintah ini di dalam proses peradilan di 
pengadilan, hakim akan mengalami kebingungan dalam menggunakan 
dasar hukum yang akan mereka gunakan sebagai batu uji dalam memutus 
suatu gugatan terkait dengan tindakan Pejabat TUN atau Pemerintah 
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dalam mengabulkan atau menolak suatu permohonan keputusan. Hal ini 
tentu akan berakibat pada tidak tercapainya kepastian hukum yang 
menjadi salah satu dari tujuan hukum, justru hal ini memproyeksikan 
adagium yang telah penulis sebutkan pada pembahasan bab sebelumnya 
yaitu “ubi ius incertum ibi ius nullum”. 
Jika beberapa implikasi hukum di atas akibat dari ketegangan 
norma antar undang-undang tetap dibiarkan carut-marut tanpa 
penyelesaian, maka negara dalam hal ini pemerintah dalam arti luas dapat 
dianggap lalai dalam menyelenggarakan fungsinya, utamanya dalam 
memberikan pelayanan bagi warga negaranya. Keadaan tersebut di atas 
jika tetap diabaikan juga pada akhirnya telah bertentangan dengan asas 
litis finiri oportet karena membiarkan permasalahan/perkara hukum berlarut-
larut tanpa penyelesaian. Dan untuk tidak bertentangan dengan asas 
tersebut, maka penulis menganggap bahwa implikasi hukum terhadap 
perbedaan kedudukan keputusan yang dimohonkan kepada pejabat TUN 
atau Pemerintah yang di atur dalam UU PTUN dan UU AP, seharusnya 
dikaitkan dengan jenis keputusannya sebagaimana telah dipaparkan oleh 
penulis sebelumnya. Jika keputusannya bersifat konstitutif, maka keputusan 
tersebut harus didudukkan pada UU PTUN, sehingga fiksi hukum negatif 
berlaku terhadapnya. Sedangkan jika keputusannya bersifat deklaratif, maka 
keputusan tersebut harus didudukkan pada UU AP, sehingga fiksi hukum 
positif berlaku terhadapnya. Langkah pemisahan kedudukan keputusan yang 
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dimohonkan berdasarkan jenis keputusannya menurut penulis merupakan 
langkah yang solutif dan paling sedikit menimbulkan kerugian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Ketegangan norma antar undang-undang ini (UU PTUN dan UU AP) 
terkait pengaturan keputusan yang dimohonkan menurut hasil analisis 
penulis dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa berkaitan dengan 
paradigma atas Pasal 3 UU PTUN dan Pasal 53 UU AP, seharusnya 
dikaitkan dengan jenis keputusannya. Jika keputusannya bersifat 
konstitutif, maka keputusan tersebut harus didudukkan pada UU 
PTUN, sehingga fiksi hukum negatif berlaku terhadapnya. Sedangkan 
jika keputusannya bersifat deklaratif, maka keputusan tersebut harus 
didudukkan pada UU AP, sehingga fiksi hukum positif berlaku 
terhadapnya. Solusi ini tentu akan membuat pemaknaan atas regulasi 
fiksi hukum dalam UU PTUN dan UU AP menjadi rasional, dengan 
demikian hal tersebut sudah selaras dengan asas litis finiri oportet 
(tidak membiarkan perkara hukum berlarut-larut tanpa penyelesaian 
adalah rasional). 
2. Implikasi Hukum Terhadap Perbedaan Kedudukan Keputusan yang 
Dimohonkan Kepada Pejabat TUN berdasarkan UU PTUN dan UU AP 
sebagaimana pemaparan pada bab sebelumnya, yaitu : 
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a. Perbedaan kedudukan keputusan yang dimohonkan oleh 2 (dua) 
regulasi yang berbeda tersebut dapat memberikan celah bagi 
Pejabat TUN atau Pemerintah untuk menerbitkan keputusan yang 
menguntungkan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan 
kelompok oligarkinya semata, yang tentunya akan berdampak 
bagi stabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Akibat 
hukum yang mungkin timbul dari celah pengaturan tersebut 
salah satunya adalah bahwa regulasi tersebut tidak memberikan 
perlindungan hukum bagi pihak masyarakat atau pihak pemohon 
keputusan, padahal seharusnya setiap peraturan perundang-
undangan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh 
warga negara tak terkecuali Pejabat TUN atau Pemerintah dan 
masyarakat umum.  
b. Berkaitan dengan penerapan keputusan yang dimohonkan 
kepada pejabat TUN atau Pemerintah ini di dalam proses 
peradilan di pengadilan, hakim akan mengalami kebingungan 
dalam menggunakan dasar hukum yang akan mereka gunakan 
sebagai batu uji dalam memutus suatu gugatan terkait dengan 
tindakan Pejabat TUN atau Pemerintah dalam mengabulkan atau 
menolak suatu permohonan keputusan. Hal ini tentu akan 
berakibat pada tidak tercapainya kepastian hukum bagi para 
pihak yang berperkara di dalam pengadilan. Namun menurut 
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penulis implikasi hukum dari perbedaan kedudukan keputusan 
yang dimohonkan tersebut bisa diselesaikan jika dilakukan 
pemisahan sesuai dengan jenis keputusannya. Pemisahan 
tersebut merupakan langkah yang solutif dan paling sedikit 
menimbulkan kerugian sehingga selaras dan tentunya juga tidak 
bertentangan dengan asas litis finiri oportet. 
B. Saran  
1. Sebaiknya pengaturan terkait keputusan yang dimohonkan kepada 
Pejabat TUN atau Pemerintah ini baik di dalam UU PTUN maupun di 
UU AP diberikan penegasan berlakunya secara kontekstual agar tidak 
terjadi kebingungan ketika Pejabat TUN atau Pemerintah bersikap 
diam ketika dimohonkan suatu keputusan.  
2. Bentuk penegasan ini salah satunya dapat dimasukkan dalam 
penjelasan tiap undang-undang karena kalau kita memperhatikan 
secara seksama, di dalam kedua undang-undang ini tidak memberikan 
penjelasan terkait keputusan yang dimohonkan, dan malah 
menganggap bahwa hal yang terkait dengan kedudukan keputusan 
yang dimohonkan ini sudah jelas sebagaimana tertulis dalam 
penjelasan masing-masing undang-undang.  
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